KANTOR AKUNTAN PUBLIK
“*HR HIDAYAT EFFENDY"

{ [Repintered Public Accoentanis

ALl A LA RLLY A bk TR AN VL BLLRE ELP FAX L

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019, vang bertandatangan di bawah ini -

Nema Kantor Akuntan Publik : KAP TLR. Hidayat Effendy

Namna Akustan Mublik : DRUELR, Hidayat Effendy. SE., AK, SIP., MM
Nomor Register Akuntan Publik D=1647

Nama Ketua Tim . Edwin Suparman, SC., Ak .CA

Mama Anggota Tim i Farhan Dwi P, 5.ak

Drengan int kami menvatukan;

|8

Tidlak terlibat schagai tim kampanve stau petugas kampanye Peserta Pemile Legishatit dan partai
politik:

Tidak terlibat dalam penggalangan dana ateu pengeluaran nang atay penyimpanan kekayaan Calon
Legislarif dan Partai;

Tidak mempunyai hubungan Khusus atau afiliasi dengan Calon Legisiauf dan Pamai Politik atay
Gabungan Partai Politik dan Calon Legisiatif;

Bukan sehagai Anggota KPLIRI, KPU Provinst JIP Acely, KPU KIP Kabupaten'¥oota Aceh. don
Sekretariat KPLYKIF Kabupaten®ota © dan

Berdomisili di tempat vang sama dengan kedudukan KA atan domisiti kami masih dalam jarak

tempieh yang nomal dafam hubungan kerja scharni-hari.

.. Ak, SIF MM

(}i@r

(' {Edwin Suparman, SE., Ak..CA) (Farhan Dwi: P, S.AK)



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
“omor: D20VKIP-ANDIHE-OM0Y 2019

Kepada Yih ;

Kema KTF Provisi Aceh

JL T Wwa Ariel, Kompiek Badon Arsip
kota Banda Aceh

Cakupan

Kami telah ditugaskan alels KIP Prowing Acch berdasarkan Sumt Permtah kena (SPK) Nomor:
dWAPBNKIP-ACEILTV 2019 tangeal 22 Apnl 2019, untuk melakakan Penkatan Asurans
dengan keyakinan memadai dan membertkan pendapat terhadap kepatuhan Laporan 12ana
Kampanye Partan Nasional Demokrat (NasDem) untuk periode 23 September 2018 sampai
dengan 25 Apnl 2019 terhadap peraturan perandang-mdangan terkail pelapomn Dana
kampnye ;

Undang-Undang Nomor 7 Tahan 2017 tentang Pemilihan Limum

Peramran Komisi Pemiliban Umuwm Republik Indonesia Nomaor T Tahun 2007 wentang Tahapan,
Proaram dan Jadwal Penvelang garaan Pemilian Umorm Tahuan 2019,

Peraturan kKomasi Pemliban Ui Repeblik Indonesia MNomor 5 Tabon 20108 fentang Perubahan
atas Peraturan komisi Pemibiban Umem Noswor 7 Tehun 2007 testang Tahapan, Progam dan
Jadwal Penyelenpgaraan Pemililan Umoam Tahon 2019,

Peramuran Komisi Permilihan Umum Republik Indonesia XNemaor 32 Tahun 2018 wentang
Perubghan Kedus stas Peraturan Komisi Pemilibas Umum Nomor 7 Tabun 2017 tentang
Tohupan, Program dan Jadwal Penvelengearaan Pemiliban Umum Tahon 2019

Peraturan komisi Penuliban Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tabun 2018 1entang Dana
Kampanye Penuliban Uhmim.

Peraturan Komist Permilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Parubshan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentane Dana
Kampunye Pemiliban Limum,

Peraturan Konusi Pemiliban Umum Republik Indonesia Nomor 34 Talion 2018 tenlang
Perubahan Kedua atas Peraturan korisi Pemililian Umum Nomer 24 Taban 2018 tentang Dana
Fampanye Permilibain Tmm.

Keputusan Komisi Pemilihan Cmnm Republik Indonesia Nomeor 1126/PL.01.6-

Kpt 03P I 20ER tentenp Pedoman T'ekms Pelaporan Dana kampanve Pemilihan Umum
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Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Uindang-Undang Meomaor 7 Tahun 2017 tentang Femilihan Limuam,
Peraturan komist Pemililian Umom Republik Indonesia Nomor 34 Tahon 201H rentang
Prerubahan Kedus atas Peramran Komist Pemibihan Uimum Bemaor 24 Taban 2018 tentang Dana
kaumpanyve Pamilihan Umom don kepotusien komis Pemilihan Umom Bepeblik Indonesia
Mommor | 26101 S-Kpe 3R PLTR 20 S fentang Pedomin Tekms Pelaporan Dana Kampanye
Femihhan Umwm Laperm Dana kampanve Partar fasional Demaokrat (MasDem ) terdin dan;
Laporan Awal Dana kampanye | LADER ) adalah pembukuan yvang memuat informas RKDE,
sumber perofchen setdo awal aan seldo pembykaan, oncian perhituegan penerimasn, dan

et pefuaran vang dipereleh sebelum pembuokiean BRIIE, dan penenmisan Sambansgns vang
bersumber dart Pasanzan Calon, Partai Polrtik atan Gabungsn Partal Polik, Calon Angpote
DPDY ataui pehak lain;

Laporsn Penenimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adatah pembukuan vang memnat
selurith pimenmaan yvimg diterima Posena Pemilo sctelah DADRK disampuikan kepada KIP
Provimesr Aceli; dam

Laporan Penerimaan dan Pengeluarisn Dana Saompanye (LFPDR) adalal pembukian yieng
mernual selunih penerimaan dan pengelugran Dane Kampanye

Kriteria

Kriteria vang kan gunakan datam Peokatan Asvrans mi adalah

Lndang-Lndang Momesr 7 Talwn 2007 tentang Pemalihan Umume

Peraturan Komisi Pemiliban Umomn Republik Indonesia Nomaor 7 Tabun 2017 wentang Tabapan,
Program dan Jadwal Pervelenggaraan Pemilifas oo Taboun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Unium Republik Indanesia Momor 5 Tabun 2018 lentang Perubaban
atas Peratran Komist Pemiliban Ummim Nemor 7 Tahouo 20017 tentzng Tahapan, Prozeam dan
Jadwal Penyelenpraraan Pemilthan Timom Tahun 20719,

Peraturan Komisi Pemilihan Umom Republik Indonesia Momor 32 Tehun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komigi Pemiliban Umom Nomor 7 Talwn 2007 tentang
Tahapan, Program dad fadwal Penvelengparaan Pemibiban Unium Tabun 2019,

Perwturan Komis) Pamiliban Umum Republik Indonesia Nomoer 24 Tahun 2018 rentang Dana
Fampame Pemnglihas | imum

Persturan Komist Pemilihan Umnm Repoblik Indonesia Nomor 2% Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Komsi Pemilihan Unmun Nomer 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umone

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tohun 2018 tentany
Perubahan Kedoa atas Perpturan Komisi Pemilihan Umam Momor 24 Tahun 2018 teatang Dana
Kampamve Pemiliban Umuom

Feputusan Komis Permilthan Umum Repoblik Indonesia Nomor [ 1260100 6-

Rept O3 RCPLITN 20 18 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Ummm.
Eoriteria tersehut juga duadikan acean dan diterapkan oleh Partal Masienal Demokrar { MasDam)
dalam penyvusuman Laporan Dana Kempanve Knireria vang wajib diparihi oleh Partai Nasional
Dremokral (MasDerm ) daiwm menyusuon Laporan Dana Kampanyve adalah:

Partii Politik Peserta Pemmila memboka REDE atas nama Parts Politk Pesera Femuly yane
terpisnh don rekenmy prbadi Party Polmk pada Bank Umem dan dibuka bersama ofeh
perwakilan 2 (doa) omng Pengorns Partan Polink sesoal ingkatannva

Fartar Politk Peserta Permilu memboka REDE tidak melampam ketentuan pembitkaan REDK
yaitu palmg fambat 1 1satu) hari sebelum dimulaimys masa kampanye,
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Partal Poliok Peserta Pemuln mengelels REDK dengan ménunjuk pengelola RKDK vimg
bertupas khusus untuk mengelala REDFR, vang dilenghkapi sucal pertvataan dact Partai Politik
Pezerta Pemilu,

Partal Polink Peserta Pemile menyusun LADE vang memnuat informasi:

RKDK.

saldo awal atau saldo pembuokaan,

sumber perolehan saldo awal amu saldo pembukuan,

Jumlah noeizn perhitungan penerimaan dan pergeluaran vang sudah dilakukan sebelum
penvampaian LADK, apubila sabdo awal mempakan sisa dari penerimaan dana dengan
peruntukan kampamve vang diperoleh sebelum penode pembokosm LALK,

penerimaan surmbangan vasg berseinber dari Partai Politik dan prhak Lan;

saldo per penutupan pembokuan LADK: dan

Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik Peserts Pemilu,

Partai Politik Peserta Pemily mematuhi periode pembukuan LADK yaitn dimula sejak
pembikaan REDR dan ditutup | isato) her sebelum mass Kampame

Penprirus Partad Politik Peserta Penilu tingkat posat, provinst, dan kabupatenkota mermatubu
penyerahan LADK lidak melampaui waktu yang telah ditetapkan saitu 1 (saty) hari selelab
periode penntupan LADK paling lambael pukul 18.00 waktu setempat kepada KIP, KPL Proving
Acch, dan KPLU/RTP Kabupaten/Kola sesuai denpan tingkatannya, vang dilengkapt dengan:
Formdir Model LADEK 1-PARPOL atau Formulir Model LADR ] HPPFARPOL,

Formudir Misdel LADERZ-PARPOL atau Formulir Model LADRK2 HPPARPOL,

Formulir Model LADE3-PARPOL atau Formilir Model LADREI HFPARPOL;

Formulir Model LADKA-PARPOL atau Formulir Model LADKA HPPARPOL;

Formilir Model LADKS-PARPOL atau Formulir Model LADKE HPPARPOL.,

Formuilir Model LADKS-PARPOL atau Formulir Model LADKG HFPARPOL,

Formulir Model LADKT-PARPOL atan Fommfir Model LADKT HPPARPOL,

Surat Pernvatzan Penyvumbang Pihak Lain Perseorangan:

Surat Pernvalaan Penyvumbang Pihak Lain Eelompok: dan

Sural Perivataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemenntah.

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDE vang memuat mbormas selurul penerinaan
sumbangan dana kampanye vange ditenima scielah pelaporan LADR.

Parnai Politik Pesera Pemilu memamiu pedode pembukuan LPSDK yvang dunolai T (saw) han
sedelnh periode pentupan LADE dan ditutogp | (gat) han sebclom laporan penenmiasn
sumbangan disampaikan kepada KPU. KPU Provins'KIP Aceh dan KPLVKIP Kabupaten/Kats.
Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPEDE vang memuat pembukusn selunih penerimaan
synbangan Dana Kampanve vang ditenma seiclah pembokoan AT

Partan Politk Peserts Pemilu mematuht pemveraban | PSDE tidak melampam wakio vang telah
ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Talapan,
Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU, KPL Provinst'KIP Aceh dan KPLVKEP
Kabupaten/Kota paling lambat pukul 1800 wakin scoempat, yany dilenphkam dengn.

Farmuhr Model PSR -PARPOL,

Formuhr Modal LPADKI-PARPOL;

Formulir Modsl LPSIEI-PARPOL:;

Formulir Model LPSDKA-PARPOL; dan

Surat Pernvataan Penyumbang Pihak Lain Perscorangan;

Surat Pernyvatasm Penyumbang Piaak Lam Kelompok: dan

Surat Pernvataan Penyumbang Pibak Lain Badan Uszaha Mon Pemenntah



Partan Polink Peserts Permilu menyusen LPPDK vang mremuat pembukaan seluroh penerimaan
sumbanpan dun pengeluaran [Juna Kempanve dalam bentuk vang, baranp. dan‘atan jasa vang
dikonversisan dengan mla urng, fermasok utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang
telebibe batas bewaaran mansekst jual beh secara umum,

Partai Politik Pesena Pomilo mematui perfode pembukuan LPPDE vane dimuolaisejak 3 (tpa)
hatrd setelah drctapkan sebagal Paral Politik Peserta Pemifu dan dimtug 8 (delapan’ Bt setelab
[ar: pemunsutes suEra

Pengimus Partas Polmk Pesertn Pemilu tinghkst pusat, provinss, dan kabupaten/koty Pesersa
Pemilu Anppota DFE dan DPRD mémempatkim Laporan Dang Kampenye paling lambat 15
{hima bebis) han setelsh pemungutan saaca paling fambat pukul 1800 waktu setempat kepads
AP vame telah dmmiuk oleh KIP dilampin dengan LADK dan LPSDE serta dilengkani
deun;

Fovmulic Model EPPLIR T PARPON.:

Formulir Model LPPDEIPARPOM

Formalir Modet | PRI S FARPOL

Foonehe Model L PSR SPARPC

Formilir Model [ PPDESPARPON

Formmuliv Model [ PPORAPARPOL:

Fomulir Modal | PPRDKTPARPOL:

Sural pemyataan persumbang piak lain perseorangun;

SUrE pemyataan penvimbans pihak lon kelempik:

Burit pemyataan persumbang pitak lam bedan usat, non pemennah;

Copy bukt Tagihen 1o i1k addan ), dan

Bukir-bukt Transaks: Penermmaan dun Transaks Pengelnn,

Partai Poliik Pesers Pemilu hertanpgung jawab bahwa selornh calon angeote legislstit vang
Beragial dar Pares Pobok Peserm Perilu miglnporkan dan melampitkan laporan peicatatan
penerimgan den pengeluaran Dana Kampanye Calon Angiota DPRDPRD Provinsi/ DPRD
Kabupaten ko

Dany kampanyve Pemulu Aneeotas DPR dan DPRD bersumber dari:

Partai Polink.

Calom gnggom DPR dan DPED dart Parai Folitik bersenekutan; dan/astau

sumbanpnn vange sah menuran hitkeem dan prhak faim.

Sunthangan dan Partal Polink wan Gubunpan Partes Polink dan pihak lamn hars dilengkapi
denpnn identita: pemyumbane

Sumbangan vang berasal dari Perusahaan stan badan asaba nonpemerintah wagih dilsmpir
selmian akta pendinan penisahaan atau badar usiha.

Penenniasn sambangan Doni Kaompanye vang dilakukan dengan cara mcpundahlkan dana dari
nomor Tekenme penyumbang ke RKDE, disestai identitns penymbang

Identias pemumbang dapal berepa surt keterangan dan bank vimp bersangkutan
sumbangan Dana kampanye vang dilakukan melalud setomn wnal peda bank, diseria dengzm
SUrdL permvataan penyvumbang,

Parte: Pulimk Pesena Pemilu mencatat dan melaporkan sefurals sumbangen (mencakup nang,
barang, dan mau fase yang dikonversikan dengan il wang, fermasuk ntang dan diskon
pemmbelizn barang atau jasa vang melebibi batis kewagaran transaksi jual beli secirn umuny) yang
diterima ke dalam Dattor Penerimaan Sumbansan

Band kampary e vaig betupa uang, wanb ditempatian pada REDE terlebih dahulu sebelum
digimakan antuk kegiatan Kamrpatye Pemilu
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Partal Pohnk Peserta Pemilu mematubi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang,
danatme fass vang dikonversikan dengan milas usng, teemasok utang dan diskon pembelian
barang e fass vang melebibi batas kewajaran trensaks jual bel secara umum) yang dilaperkan
dalim LADK L PSDK din LPPDK tidak melebihi jumiah di bawih ini,

Rp2 SO0 000 000,00 { dua milyar lima vatus juta ruptah ) antok sembenpan piliak Lin
perscomRgan: dan

Rp2s 000 (000 000 00 (dua puluh loe midvar) untuk penyvumbang kelompoks dan/atau badan
usalis mon pesmberinih.

Partai Pobok Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dan sumbangan vang dilasog, apabila
Partai Polink Peserta Pemilu menenma sumbangun yang thlerang maka Patai Polink Pesecta
Pemiln memssmin ketentuan schaga berkut:

Tidak menspmaian sumbangan ersebut,

hefaporksn sembangan vang dilarang tersebot; dan

Menyverorkan susabangan vang dilarang tersebur ke kas Negara paling tambat 14 (empat belas)
hani seiclah mass Kampanye berakhir,

Penpeluaren kampanve intuk pembelian barang dintlay berdasarkan harga pasar vang wajar
untutk: baramg torschat

Partal Pobmk Peserta Pemilu dan'stan Tim Kampanyve daerah provinsi, dan/atan daersh
kabupaten kota with mencatat selunth pengeluaran berupa wang, barang, dan/atan jasa dalam
penibukuas Khosus Dang Kampanye dan terpisah dan pembokoan kewangan pnbadi Partai
Pohitik Pesena Pemilu.

Keterbatasan Laporan

Kam melaks=nskan prosedar dan permeralehan buki vang rstevin dan terbatas pada informasi
vang termuang pada Laporan Data Kampanye yvang disnmparkan kepada kami oleh Partas
Moussonal Demokrar (aslem). Pada sualn pelaksimaan Penkatan Asumans, terdapar keterbatasan
yang melekat musalnyva, pengujian secara sampling vang dilakukan memungkinkan adanya
kegagalan daltam mendetek si Retidakpatuban dan kecurangan vang tegjadi. Terdapat keterbatasan
sifit, saat., lmpgkop. ragam. dan karakteristik vang melekat pada sumber dana sebagai asal usul
Diang hampanyve, sehingga ada kemunghinan Dana Kampanye tdak tercakup secara menveluruh
dalam lsporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan Kami juga terbatas hunye pada dokumen
dan‘atan mformas vang discraltkan dan‘atan disediakan oleh Partai Nasional Demokrat
{NasDiem ), sehingga kami tidak mefakukan pemerikssan atas hal-hat vang ndak dimgkapkan di
dalam laporan. Kami fidak memberikan penentuan legal mtas kepatuhan Partai Nasional
Dremokrat { MasDem) terbadap peraturan perundasig-undangan vang relevan dengan Laporan
g Kampanye.

Tunggung Jawah Peserta Pemilu Partai Nasional Demokrat { NasDem)

Parai Masional Demoknet (MNasem) bertangpunejawab atas penyusunan Laporan Dana
hampanye vang sesual dengan peraturan perundang-undingan vang berlaky. Tangaung jawab
tersebul fuga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digumakan
dalam laporan, serta perancangan, implementas:, pemeliaraan sistem. dan proses vang relevan
untuk penyusunan laporan. Partin Mastonal Demokrat (MasDem ) juza bertanggung jaweh aras
kepatuhan terhadap peaturan perndang-undangan terkail Dana Kampanye, sehagaimansa yang
telah dinvatakan dalam Asersi atus Leporan Dana Kampanye Partai Politk Calon Peserta Pemilu
Parta Nazonal Demokrat {NasDem) Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten Pidie Java Provins
Aceh tangeal 25 April 2019
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Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung |awab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menvatakan simpulan berupa pendapat
dengan kevakinan memadai terhadap Laperan Dana Kampanye rerscbut herdasarkan prosedur-
prosedur vang kam lakukan dan bokti-bukt vang kams perofeh, Kami mefabokan peérikotion im
berdasarkan Standar Perikatan Asurans 300K “Perikacan Asurans selain Audil atau Reviu atas
Informas Keuangan Historis” yang dioetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesi, Standar
tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etk Profesi Akuntan Publik
termasik persvaratan independensi bagi semua personel vang werlibat dalum Penkatan Asurans
i,

Standar tersebut jups mewajibkan ki untek merencanskan dan melaksanakan Penkatan
Asurang secars memnada dalem mendukong kesimpolan ki, Seluruh personel profesional
kami memitike kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan
Asurans inl. Sesuar dengan Keputusan Komasi Pemiliban Umum Repubhk Indonesia Nomor
1781/PL 01 6-Kpu D3 KPR L2018 tentan g Pedoman Pelaksanaan Audit Laporun Dana
Kampuanve Pemilthan LUlmuom, kame melsksanakan penkatan i selama 30 (tiga poloh} ke
kalender terhitung sejak kam menenms Laporan Dang Kempanye Panai Nasional Demokrat

{ MasDem) dan Partal Nasional Demaokrat { MasDem )

Ikhtisar Prosedur Asurans

kaami merencanakion dim melaksanakin pekenjaan kami wintuk mendapatkan seluruh bukt,
informeas, don keterangan vange diperfukan untuk menentukan kesimpuian kami Datam
melaksanakan Perikatan Asurans dengan kevakinan memadai, kami melakukan serangkain
prosedur dun pengeyveluasion bukt yang cokup dan tepal termasuk pemerolehan pemabuman
menzend ketentuan Pelaporan Dana Kampanve. Sifat, saat, dan cakupan den prosedur yang:
Lami lakuekan juea didasari pertimbangan profesionalitas termasuk i dalamnys tmpkat
miaterialitas dan penilzign tethadap risika. Tkthizsar prosedur vang kemi lakukan dalam

il akukoan perkatan asurans ing, antara lain:

Memeriksa kesesuaian kepemilikan RRDE keselurulian REDK dengan cara membandingkan
mma permilik REIK snbra inforinasi yang tercantem dalam buku rekening/rekening konn
dengan pama Pactal Polivk Peseria Pemilu.

“emeriksa Kesesuaian stanes bank tempat pembukasn REDE, apaksh 1elah sesus dengan
ketentuan

Maemeriksa kesesuaian spestmen fanda tangan, dengan tanda tangan pihak vang membuka
REDIK scsum dengan inghatannya,

Memeriksa kesesupian 1angeal pembukaan selurph REDK dengan ketentuan yang beérlaku,
Memeriksa kesesuaian isi LADEK dengan dokumen yany memuatl mlonnasi pendukung
sebapaimana yang dianr dalam ketentoan,

hMemeriksa kesesuaian periede pembukuan denpan memastikan tanggal swal dan tanggal akhir
pencaiatan penerimaan dan pengeluaran dans kampanye.

Memerikse kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADE yang diserahkan kepada
KiP,

Memeriksa kesesuatan tanggal dan wakin tands tenmao penverahin LATE.

nemariksa kesesuaian s LESDER dengan dokumen yang memuat informasi pendukung
sebagcaimana diatur dalam ketentuun,

Pariksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tangeal awsl dan tanggal
akhir pencatatan pencrimaan Dang Kampanye telah sesuar dengan ketentuan,

“Memeriksa kelengkapan dokumen pendubkung masing-masing LPSDE vang diserahkan Kepada
kI
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semertksa kesesuaian tanggal dan wakin tasda lenma peryerahan LPSDK.

‘Memerksa kesesuaian 151 LPPDE dengan dokumen vang memual mformasi pendukung
sebagaimana yang diatur datam ketentuan temasuk surat permystasn mnggung jawab atas
LPTDE.

Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDE dengan memastikan tanggal awal dan tangeal
akhir pencatatan penermmaan dan penpeluaran Dana Kampanye telah sesuni dengan ketentuan.
Memerikss ketenghapan dokumen pendukung LPPDR yang diserahkan termasuk LADK dan
LPSTIK.

Mermastikan kesesuaian wakiu penerimaan/penyverahan | PPDK dengan tandi tecima laperan dan
beerita acura penerimean laporan tidak melebiln tengeat waktu yang telab ditentukan sesunt
keteniuan.

Memenksn kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampamve dalam daftar
penerinsaan sumbangan dengan ketentuan terkait pencrimaan Dams kampanve.

‘emenksa kelengkapan identitas pemyumbang serta dokuwmen petidukung sebapaimana yang
dipersvaratkan dalam ketentoan,

Menentukan keakurastin matematis (penjumizhan. pengurangsn, dam sebagmmya) dan seluruh
transaksi vang tercantum dalsm Dafiar Laporan Pencrimaan Dana Kampanye dongen cara
melakukan penghitunpan kembaln atas keakorasiam mastematis tersebul

Menentukan keakurasian penghimunean jumbah sombangan untuk setiap pemvumbany secara
akumuiatif’

Telusun transaks penenmaim sumbangan dalam bentuk vang Ke buktn pendukungnyie, serta ke
REDE untuk memastikan keberadaan don Keakurasizn pencatitim transaks tersebut.

Lakukan pengujian agas sumbangan vamge diterima dalam bemstuk baramg, dandstan jasse uniek
memastikan kesesuaran pencatatan berdasarkan hirga pasar wajar vane berlake,

Metrkukan pengugian terhadap penerimazn sumbangan untuk memastikan kesesnaian terhadap
hatasan maksimum sumbanian vang diperbolehkan.

Memeriksa kesesuatan Klasifikasi pengeluaran dana dengan Klasifikasi penpeunsan sesuai
nktivitas,

Simpulan

flenurut opmi kami, Asers) Partal Masional Demokrat ( MasDem ) dalam Laporan Dana
Fesmpanve tersohot i atas, dalam semua hal vang materal, telah mematuhi Keiteria yvang berlaku
sebapmimana dintur dalam:

Undang-Undang domor 7 Tahun 2017 entang Perifihan Tmam,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Repubtik Indonesia Nomor 7 Tahun 201 7 tentang Tahapan.
Propram dan Jadwal Penyelengearaan Pemilihan Umm Tahun 2019,

Peraturan Komisi Pemilibiin Lfmam Repubii Indonesia Momor 5 Tahun 2008 fentang Penihahan
atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Momor 7 Tahen 2017 tentang Tahspan, Program dsn
fadwal Pervelengaaraan Pemilihan Uinwm Talwm 20149,

Peraturan Komisi Perilihan Unwn Bepulidik lodenesia Momor 32 Tahun 2008 fentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Koemisi Pemilthan Umum Nomar 7 Tahue 2017 tenfang
Tahapan, Program dan Jadwal Penvelenguram Pemilihan Limum Tabun 2089

Peraturan Komisi Pemilthan Umom Repubbk Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemmilihan Do,

Peraturan Komisi Pemilihan Uimum Repoblik Indonesia Nomer 29 Tahun 2018 testang

Perubahen atas Peraturan Komisi Pemilihan Umiam Momer 24 Tahun 2018 tentang Dana
Feampanye Pemilihan Umom,
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Poparuran Komisi Pernifihan Umum Republis Indonesia NMomor 32 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua alas Peramman Komisi Pemilihan Limum homaor 7 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penvelenpparaan Pemitihan Llrnum Tahun 20109.

Peraturan Komisi Pemililan Umum Republik Indonesiz Nomor 74 Tahun 2018 entang
Dana Kampanyve Pemilihan Umum.

Pepgturen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Momor 2% Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Persturan Komisi Pemilitan Umum Nomor 24 Tahyn 2018 tentang [ana
Kampanye Pemilihan Limum.

Persturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomaer 34 Tahun 018 rentang
Perubshun Keduz ates Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomar 24 Tahun 2018 tentang
Dranra Kampanye Pemilihan o,

Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum - Republik Tndonesia  Momaor 1126/PL.0O1G-
Kpt03/KPLAX2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana  Kampanye Pemililarn

LI w.

Pembatasan Penggunaan Laporan
Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanva kepada KIP Provinsi

Aceh dan sesuai dengan Surat Perjaniinn Kontrak yang telah disepakaii. Oleh kareng 5 kami
tidak herlanggung jawsb atas penggunaun laperan ini oleh pihak lain dan‘oau untuk tajuan

lainnya,

Kanter Akuntan Pebhik
HR Hidayat Effendy

:n[_lL,E.I‘.'-JLk--.SLE.',_MH

Lzin AP Mo AP, 0440

Bandung, 29 he 20149
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DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGEUP PENUGASAN KANTOR AKUNTAN
PLIBLIK

1. Dasar Penunjuban

Penurjokan eodit atas Laporsn Penenmasn  den Penpgeluaron Dana  Kampanve Peserta
Pemilthan Ulmumn Partai Polink dan Calon Anppota DFR, DPRD proving, dan DPRTD
Kabupaten/Mota Tahun 2008 oleh Kantor Akuotan Publik HE Hidayar Effendy, dilakukan
berdasarkan Surat Penintah Kega (STEY Nomor AWAPBNKIP-ACERIVIHNY tentang, Paket
Pekerjaan Jasa Konsultasi Kantor Akuntan Pohlik (Jasa audit dana kampanye) pada Pescrta
Pamitin DPRD Provies Aceh

2, Huoang Lingkep Penugnsan

Pelaksanaan avdit alas Loporan Peoedmaan dan Pespeluaras Dana Kanpanye (LPPDE)
bezerta lapogsen pendukung dan MNasional Demokrad (Nasdem) Kobopaten Padie Juys Provns
Aceh Perinde 22 Sepetember 2018 sampal dengan 25 Aprl 201%. Awdit Dana Kampanve
dengan inenggunakan andit kepatuhan dalam kerangka penkatan asucans agar fercipta
konsistenst dan keseragamsan dalam pelaksanaan penkatan fersebot atas Laporan Penenmian
dae Pengeluiun Dana Kampanye (LPPDE) Nasional Demokral (Masdem) Kabupaten Pidie
Ty Provinst Aceh Periode 22 Sepetember 2018 sampai dengan 235 Apnl 2019 terhacdag

1} Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umim.

23 Peraturan Komist Pemilihan Umume Republik Indonesia Momor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penvelenggarasn Pemilthan Umum Tahun
29

31 Peramran Komssi Pemilthan Umom Republik Indonesia Momer 5 Tahun 2018
pentany Perubahan atas Peraturan Fomust Pemnihhan Umum Nomor 7 Tahun 2017
fentang Tahapan, Program dan Jadwal Ponvelenggarasn Pemuithan Umem Tahun
20149

41 Peraturan Romis: Pemilihan Umum Eepubhk Indonesia Nomor 32 Tabun 2018
tenrang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tabun
20017 temang Tahapan, Program dan Jadwal Penvelenggaraan Permiliban Umum
Fahun 2019

3) Persturan Kormisi Pemilihan Umum Bepublik indonesia Momor 24 Tahun 2018
rerang Dana Kampanye Permifithan Umum

B Peraturan Fomes: Pemilihan Umom Republik Indonesin Momor 29 Tahun 2008
tentary Perubahan atas Peraluran Komis Permilrthan Umusm Nomer 24 Tahun 2013
tentang Dana Kampanye Pemiliban Limoem

71 Peraturan kKomisi Pemihhan Umum Repeblik [ndonesia Momor 34 Tahun 2018
lemtang Perubghan Kedoa aras Peraturan Komisi Pemiliban Umum Nomor 24
Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Limum



2) Keputusan Komiszi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor |126/PL.01.6-
Kpt/O3/EPLUITX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana  Kampanye
Pemlihan Umuam.

Dengan mengzgunakan bentuk perikatan kepatuiban dalam keranpkaperikalan asuran sesua dengan
Standar Perikatan Asurmms (SPAY 3000 Perikatin Asurans Sclain Audit atau Revin  stas Informas
Kevaneran Histons yveng disetepkan oleh Instibor Akuntan Peldik Indonezia (1APLH,

Audit kepatuban tersebut berpedoman kepada Eetentuan Undang-Undang Momor 7 Tehun
2017 tentang PPemilihan Umum, Peraturan Komist Pemibthan Umum Republik Indoncsia
MNomer 34 Tahun Z01% tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komiasi Pemilithan Umum
Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kampanyve Pemilthan Umuom dan Keputusan Komis:
Peombhan Umum Republik Indonesia Nomor 1126/PLOTO-Kpe03/KPUVIX201E fentang
Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanys
Partal Demokrasi Indonesia (PDI-PY terdini dar
1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK ) adalah pembukusn vang memuat imformasi
REDK, sumber perelehan saldo mwal atan saldo pembukaan, nncian perhitungan
penetimaan, dan pengeluaran vang diperoleh sebelum pembukean RKDE, dan
penerimaan sumbangan yang bersumber dan Pasangan Calon, Pamar Politik atau
Cisbungan Parta Politik, Calon Angeot DPD atau pihak lain,
2. Laporan Penernimazn Sembangan Dana Kampanve (LPSDK) adalab pembukuan

yang memuat scluruh penerimasn vang diterima Peserta Penmlu setelah LADK

disampatkan kepada KIP Provins: Acch: dan

]

Laporan Penenmaan dan Pengeluaran Dana Kampanyve (LPPDE) adalah pembukuan

yang memual seluruh penenmaan dan pengeluaran Dana Kampeanye,



